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ABSTRAK 

 

KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN 

PENDAPATAN SIMPANG TIGA PEKANBARU 

 

Oleh  

 

SINTA RAHMA RAMADANI 

NIM. 02270620823 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Samsat Drive 

Thru di pekanbaru dan apakah Samsat Drive Thru berkontribusi terhadap UPT 

Simpang Tiga Pekanbaru. Samsat Drive Thru  merupakan inovasi dari Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang bertujuan untuk mempermudah 

masyarakat dalam membayar PKB dan pengesahan STNK tahunan tanpa harus 

turun dari kendaraan, yang memungkinkan proses selesai sekitar 3 hingga 5 menit 

dengan membawa semua persyaratan. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melalui 

pengumpulan data primer serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan Samsat Drive Thru dapat meningkatkan jumlah wajib pajak 

yang membayar PKB disetiap tahunnya. Kontribusi Samsat Drive Thru terhadap 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Simpang Tiga tahun 2022–2024 

selalu menunjukkan adanya peningkatan dengan persentase kontribusi berturut-

turut sebesar 13,50%, 13,21%, dan 17,17%. Secara keseluruhan Samsat Drive 

Thru cukup berkontribusi dan juga berperan dalam peningkatan penerimaan PKB 

di pekanbaru. 

 

Kata Kunci: Samsat Drive Thru, Penerimaan Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang terkandung dalam UUD 1945, 

salah satu tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. 

Oleh sebab itu segala sesuatu yang dilakuan oleh negara Indonesia semata-mata 

hanya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah berusaha memanfaatkan dan 

mengelolah sumber pendapatan yang ada, salah satunya sumber pendapatan 

negara yang berasal dari sektor perpajakan.  

 Peran masyarakat sangat diperlukan dalam menopang dan mewujudkan 

sumber pendapatan perpajakan. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan tersebut 

nantinya akan digunakan bagi kepentingan rakyat yang sebesar-besarnya dalam 

bentuk sarana dan prasarana yang menunjang segala aktivitas masyarakat. Pajak 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya 

di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan 

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. 

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) 

berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh 

yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) 

secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaraan negara 

dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan (2005:7). 

Menurut Mardiasmo (2019:3) pajak adalah iuran rakyar kepada kas negara 
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berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal (kontraprestai) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

 Undang–Undang Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (UUHKPD), dalam pasal 1 angka 28 Pajak Kendaraan 

Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor(F. Kurniawan et al., 2023). Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber 

penerimaan yang masuk dalam pendapatan asli daerah untuk membiayai 

pembangunan daerah provinsi. Dari tahun ke tahun pajak kendaraan bermotor 

telah sangat berkontribusi terhadap jumlah pemasukan daerah. 

 Kewajiban yang perlu dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor adalah 

melakukan pengesahan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan 

yang sangat penting bagi pengendara kendaraan bermotor, pengesahan STNK 

berkaitan dengan masa aktif atau berlaku atau tidaknya STNK. Jika Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK) yang dimiliki tidak melakukan perpanjangan masa 

berlakunya maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda dan dikatakan 

menunggak pajak, sehingga akan mengakibatkan menurunnya pendapatan asli 

daerah (PAD). Untuk mewujudkan suatu daerah terealisasi dengan baik, maka 

pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas agar 

mendekati harapan masyarakat karena baik buruknya suatu pelayanan yang 



3 

 

diberikan pemerintah kepada masyarakat sering dijadikan sebagai tolak ukur 

suatu instansi. 

Pada pelaksanaan pelayanan pembayaran pajak pada kantor bersama 

samsat di Kota Pekanbaru masih adanya permasalahan yang sering muncul, 

seperti sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai, antrian yang panjang 

sehingga memakan waktu yang cukup lama. Dengan layanan yang kurang 

nyaman dan sarana prasarana yang kurang memadai sehingga menimbulkan 

keluhan dan enggannya masyarakat atau wajib pajak menyelesaikan urusan 

perpajakan.  

 Munculnya permasalahan di atas, sehingga dengan itu kantor bersama 

samsat kota pekanbaru sebagai lembaga penghimpun Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) menerbitkan suatu layanan yang berguna untuk memberikan kemudahan 

bagi wajib pajak yaitu, layanan Samsat Drive Thru. Layanan Samsat Drive Thru 

di Kota Pekanbaru merupakan inovasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Provinsi Riau yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pengesahan STNK tahunan tanpa harus turun 

dari kendaraan. Layanan ini dirancang untuk efisiensi dan kenyamanan 

masyarakat memungkinkan proses selesai dalam waktu sekitar 3 hingga 5 menit, 

asalkan semua persyaratan telah dipenuhi.  

 Pelaksanaan Samsat Drive Thru tidak memiliki undang – undang khusus 

yang mengatur nya secara rinci akan tetapi dapat mengacu pada peraturan terkait 

pajak kendaraan secara umum seperti undang – undang nomor 22 tahun 2009 

tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
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 Pada pasal 22 ayat 1 PP Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, salah satunya 

inovasi Samsat Drive Thru merupakan layanan bidang administrasi Pajak 

Kendaraan Bermotor di mana Wajib Pajak yang datang tidak perlu turun dari 

kendaraannya untuk mendapatkan pelayanan karena wajib pajak akan langsung 

dilayani di tempat khusus berupa pos untuk perberhentian kendaraan. Waktu 

pelayanan pada Samsat Drive Thru kurang lebih lima menit. Dengan adanya 

kebijakan Layanan Tanpa Turun (Drive Thru) dapat memberikan kemudahan bagi 

Wajib Pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya (Bela & Singgih, 

2022).  

Drive Thru adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan 

menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. Dalam hal ini pengemudi 

tidak perlu turun dari kendaraannya, pengemudi cukup memberikan KTP dan data  

STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu turun dari kendaraan. 

Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, masyarakat pengguna tinggal 

mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan 

STNK. Sistem Samsat Drive Thru memenuhi sistem lebih terkontrol, sistem yang 

mudah dan menghemat waktu bagi wajib pajak. 

 Layanan Samsat drive thru merupakan suatu implementasi komitmen 

Polri untuk membangun kepercayaan dari masyarakat melalui pelayanan yang 

transparan. Selain menghemat waktu, pelayanan dengan sistem ini dapat 

memberantas adanya pungutan liar. Unit pelayanan Samsat Drive Thru merupakan 

salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Masyarakat 



5 

 

tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga Pajak Kendaraan 

Bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis. Samsat Drive Thru menjadi 

alternatif bagi masyarakat  yang  tidak  ingin  repot dalam membayar pajak. 

Masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan, tidak perlu membayar  parkir  dan  

bisa  langsung  membayar  pajak. Samsat Drive Thru juga membantu   

mempermudah   pelayanan   pada  waktu pandemi covid-19 yang lalu sehingga 

bisa meminimalisir  kemungkinan  terjadi  penyebaran. 

 Pada pelaksanaan nya Samsat Drive Thru Simpang Tiga beroperasi dari 

hari senin s/d sabtu. Berikut adalah jumlah wajib pajak yang melakukan 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru Simpang Tiga: 

Tabel 1.1 

Jumlah Unit Kendaraan R2 dan R4 Samsat Drive Thru Simpang Tiga 

Tahun 2022-2024 

No TAHUN WP/UNIT R2 WP/UNIT R4 JUMLAH 

1. 2022 10.659 7.929 18.588 

2. 2023 13.941 9.834 23.775 

3. 2024 14.996 11.105 26.101 

 Sumber UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau, 2025 

  

 Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah wajib pajak yang melakukan 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan Samsat Drive Thru tahun 

2022 – 2024 yang mengalami peningkatan yang siginifikan. Pada tahun 2022, 

wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor roda 2 dan roda 4 melalui 

layanan Samsat Drive Thru adalah 18.588 unit, pada tahun 2023 naik menjadi  

23.775 unit, telah terjadi kenaikan jumlah unit sebesar 27,91% dari tahun 

sebelumnya.. Pada tahun 2024 wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan 
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Bermotor roda 2 dan roda 4 kembali mengalami kenaikan yaitu 26.101 unit, telah 

terjadi kenaikan sebesar 9,78% dari tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan 

bahwa disetiap tahunnya jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor selalu meningkat yang menunjukkan adanya pertumbuhan kesadaran 

dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 

 Samsat Drive Thru ini merupakan Inovasi Layanan yang disedikan oleh 

UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru, berikut data penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga 

Pekanbaru: 

Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT 

Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022-2024 

 

No TAHUN TARGET(Rp) REALISASI(Rp) PRESENTASE 

1. 2022 165.232.286.858 180.881.362.180 109,47% 

2. 2023 183.655.166.572 232.409.434.343 126,55% 

3. 2024 219.005.706.022 201.289.738.898 91,91% 

Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau, 2025 

 Pada tabel 1.2 memaparkan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor 

(PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022- 

2024. Pada tahun 2022 berhasil melampaui target sebesar 9,47% yakni dengan 

realisasi Rp180.881.362.180 dari target Rp165.232.286.858 terjadi kenaikan 

sebesar Rp15,6M. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar 

26,55%, dari target penerimaan PKB Rp183.655.166.572 dengan realisasinya 

yang melampaui target sebesar Rp232.409.434.343, terjadi kenaikan sebesar 
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Rp48,7M, tahun 2024 penerimaan PKB di UPT mengalami penurunan sebesar 

8,09% dari target Rp219.005.706.022 yang dicapai hanya Rp201.289.738.898. 

 Secara keseluruhan, penerimaan pajak Kendaraan Bermotor pada UPT 

Simpang Tiga Kota Pekanbaru meningkat pada tahun 2022 dan 2023 jumlah 

realisasi penerimaan PKB mampu melebihi target yang telah ditetapkan, 

meskipun pada tahun 2024 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak 

mencapai target diinginkan, namun secara keselurusan realisasi  masih 

menunjukkan kinerja yang cukup baik.  

 Hal ini mengindikasikan bahwa adanya faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi efisiensi penerimaan pajak pada UPT Simpang Tiga diantaranya: 

kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, 

adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor hingga 40%  

karena kendaraan baru merupakan kontributor besar terhadap penerimaan UPT, 

kurangnya kualitas pelayanan seperti antrian panjang dan prosedur yang 

menyulitkan, dan tentunya juga dikarenakan terjadinya PHK besar – besaran pada 

tahun 2024 yang mengkibatkan ekonomi secara umum mengalami penurunan dan 

mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli ataupun membayar pajak 

kendaraan bermotor.  

Berikut data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat 

Drive thru: 
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Tabel 1.3 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Samsat Drive Thru Simpang 

Tiga Pekanbaru Tahun 2022-2024 

 

No TAHUN REALISASI(Rp) 

1. 2022 24.412.191.956 

2. 2023 30.682.642.428 

3. 2024 34.569.712.936 

 Sumber: Samsat Drive Thru Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau, 2025 

 Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa realisai penerimaan pajak 

kendaraan bermotor pada layanan samsat Drive Thru yang diolah oleh UPT 

Simpang Tiga Pekanbaru tahun 2022 - 2024 selalu mengalami peningkatan. 

Tahun 2022 –  2023 mengalami peningkatan hingga 25,68%  dari 

Rp24.412.191.956 menjadi Rp30.682.642.428 telah terjadi kenaikan sebesar 

Rp6,27 miliar dan pada tahun 2023 – 2024 juga mengalami peningkatan 12,67% 

dari Rp30.682.642.428  menjadi Rp34.569.712.936  telah terjadi kenaikan sebesar 

Rp3,89 miliar namun lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa Samsat Drive Thru untuk pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor di UPT Simpang Tiga Pekanbaru cukup baik untuk mendorong 

peningkatan kepatuhan dan kemudahan pembayaran pajak oleh masyarakat. 

 Samsat Drive Thru ini masih tergolong baru dan belum memiliki target 

khusus yang ditetapkan secara terpisah. Selama ini, target penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru masih dihitung keseluruhan bersama 

dengan UPT pengelolaan pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru. Samsat Drive 

Thru ini bersifat pelayanan pendukung atau tambahan yang bukan kanal utama 

yang lebih berfokus pada kemudahan akses dan peningkatan kepatuhan. Samsat 
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Drive Thru mulai beroperasi pada tanggal 9 agustus tahun 2021 hingga tahun 

2024 belum memiliki target dan baru akan diadakan nya target pada tahun 2025. 

Samsat Drive Thru ini merupakan anak dari UPT Pengelolaan Pendapatan 

Simpang Tiga Pekanbaru.  

Pelaksanaan Samsat Drive Thru dan kontribusinya terhadap UPT 

Simpang Tiga Pekanbaru menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dalam 

pelaksanaan penelitian ini, peneliti memilih Samsat Drive Thru Sudirman sebagai 

lokasi utama dibandingkan Samsat Drive Thru Gajah Mada, hal ini didasarkan 

pada beberapa pertimbangan strategis. Samsat Drive Thru Sudirman terletak di 

kawasan yang lebih strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama karena 

lokasinya berada di pusat kota Pekanbaru dan dekat dengan area perkantoran serta 

fasilitas umum lainnya.  

Selain itu, volume wajib pajak yang datang ke Samsat Drive Thru 

Sudirman cenderung lebih tinggi, sehingga memberikan peluang yang lebih besar 

untuk memperoleh data yang representatif dan relevan. Di sisi lain, Samsat Drive 

Thru Sudirman juga diketahui memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan 

pelayanan yang lebih optimal dibandingkan dengan lokasi lainnya, termasuk 

Samsat Drive Thru Gajah Mada. Kemudahan akses, tingginya jumlah pengguna 

layanan, serta respons positif dari pihak pengelola terhadap penelitian akademik 

menjadi faktor utama yang memperkuat pemilihan lokasi ini. 

 Samsat Drive Thru berbudaya  untuk menciptakan  pelayanan  yang  

membuat  masyarakat merasakan kemudahan ketika melakukan pembayaran pajak 

daerah secara efektif, dan efisien. Samsat Drive Thru hanya melayani pembayaran 
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pajak kendaraan bermotor tahunan saja dan tidak melayani pembayaran pajak 

lima tahunan, penerbitan STNK baru untuk kendaraan baru, bea balik nama 

kendaraan bermotor, dan mutasi juga tidak bisa dilakukan di Samsat Drive Thru, 

hal ini juga harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kepatuhan wajib 

pajak dan pencapaian penerimaan pajak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Samsat Drive Thru 

berkontribusi terhadap UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap pihak 

terkait untuk meningkatkan kualitas layanan Samsat Drive Thru sehingga dapat 

memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik 

mengangkat masalah ini untuk disajikan dalam Tugas Akhir dengan judul 

“KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN 

PENDAPATAN SIMPANG TIGA PEKANBARU” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Samsat Drive Thru dalam Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Pekanbaru? 

2. Bagaimana Kontribusi Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga 

Pekanbaru? 
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1.3   Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Samsat Drive Thru dalam Penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui Kontribusi Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang 

Tiga Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan di bidang perpajakan 

khususnya tentang layanan Samsat Drive Thru dalam pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

2. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi agar dapat digunakan bagi penelitian berikutnya. 

3. Bagi instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi 

Penelitian ini dilakukan pada kantor Unit Pelaksanaan Teknis 

Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga yang beralamat di jalan Sudirman 

No.6 Smpang Tiga, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, 

Kota Pekanbaru, Riau 28288. 
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1.5.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan dari tanggal 13 Februari – 17 April 

1.5.3 Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer aalah data yang diperoleh secara langsung dari pemberi data 

kepada pengumpul data berupa wawancara, pendapat, maupun kejadian 

yang ada di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru dan 

Samsat Drive Thru. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh melalui 

media perantara dalam bentuk buku, laporan, dokumen atau lainya. 

1.5.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung terhadap segala kegiatan dan aktivitas terutama 

yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan TA ini di 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tempat penulis melakukan 

penelitian. 

2. Wawancara 

Teknik ini dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara 

langsung dengan narasumber yang berwenang di Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau mengenai hal yang berhubungan dengan data yang 

diperlukan penulis yaitu tentang pajak Kendaraan Bermotor. 
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3. Dokumentasi 

Data yang diperoleh seperti dokumen, catatan/arsip dari 

instansi/perusahaan. Penulis mempelajari dokumen, catatan/arsip yang 

terkait Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari kantor Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

1.6 Analisi Data 

 Dalam laporan ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 

menganalisi data yang sudah ada dengan teori yang mendukung, kemudian 

melakukan kesimpulan dan mengemukakan saran. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

 Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam beberapa sub bab 

yang diuraikan sebagai berikut : 

 BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metode penelitian, 

analisi data serta sistematika penulisan. 

  BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah singkat 

instansi/kantor, visi dan misi, fungsi, Struktur Organisasi serta 

menjelaskan tugas masing-masing sub bagian. 
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  BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini penulis menjelaskan teori tentang yang 

mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauan 

praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian. 

  BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan beserta saran yang dikemukan 

atas penelitian yang telah dilakukan. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 

 

 



 

15 

BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

2.1 Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru 

 Badan Pendapatan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur 

Riau Nomor KPTS Tanggal 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang 

pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan 

dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pungutan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-

Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka 

di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan 

Provinsi Riau. 

 Dengan adanya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1974 yang disahkan 

oleh mentri dalam negeri dengan surat keputusan Nomor :PEM.061.341.24/127 

Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat keputusan mentri dalam 

Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 tentang pembentukan 

susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Provinsi Tingkat 1 Riau dan 

surat edaran Mentri dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 

1978 dan pelaksanaannya diatur dalam surat keputusan Gubernur Tingkat 1 Riau 

Nomor : KPTS. 286/XI/1980 Tanggal 27 November.  

 Badan Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat 

pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 

49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintah di daerah. 
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 Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagai Dinas Teknis pengelolah 

pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada 

masyarakat baik dalam pelaksana teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas 

Badan Pendapatan Provinsi Riau mempunyai sumber sumber penerimaan PAD, 

telah dibentuk 19 (sembilan belas) UPT Pendapatan dan 14 (empat belas) UP 

Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berkedudukan di masing-

masing Kecamatan Kabupaten/Kota se Riau dengan nomenklatur Cabang 

Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur 

Nomor: 61 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis 

Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 

30 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan 

teknis Badan Pendapatan Provinsi Riau. 

2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga 

Pekanbaru 

1. Visi 

 Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama 

Kelancaran Roda Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Riau Secara 

Profesional. 

2. Misi 

 Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi yang telah disepakati, maka 

ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi 

utama, antara lain: 
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1.  Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah 

secara optimal. 

2. Menyelanggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara 

profesional. 

3. Memperoleh Dana Perimbangan secara adil sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. 

2.3 Fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru 

 Fungsi utama UPT Pengelolaan Pendapatan Tiga adalah sebagai pusat 

layanan terpadu yang menangani berbagai aspek administrasi perpajakan 

kendaraan bermotor. Fungsi ini mencakup beberapa elemen penting, antara lain: 

1. Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPT Pengelolaan 

Pendapatan Simpang Tiga bertanggung jawab atas pengelolaan 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), baik untuk kendaraan 

roda dua maupun roda empat. Fungsi ini meliputi penerimaan 

pembayaran pajak tahunan, penghitungan denda pajak, serta pemberian 

fasilitas pembayaran pajak melalui berbagai metode, baik secara 

langsung di kantor Samsat maupun melalui sistem pembayaran online. 

2. Pengesahan STNK Selain pembayaran pajak, UPT Pengelolaan 

Pendapatan Simpang Tiga juga memiliki fungsi untuk melakukan 

pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun. 

Pengesahan ini diperlukan sebagai bukti bahwa pajak kendaraan telah 

dibayar dan kendaraan tersebut terdaftar secara resmi di sistem 

administrasi negara. 



18 

 

3. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor UPT Pengelolaan 

Pendapatan Simpang Tiga bertugas untuk melakukan registrasi dan 

identifikasi kendaraan bermotor. Fungsi ini penting untuk memastikan 

bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya memiliki data yang 

jelas dan terdaftar secara resmi. Selain itu, data tersebut juga digunakan 

untuk keperluan pengawasan oleh pihak kepolisian. 

4. Kerjasama dengan Instansi Lain Sebagai bagian dari sistem pelayanan 

terpadu, UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga bekerja sama 

dengan berbagai instansi lain seperti Dinas Pendapatan Daerah, 

kepolisian, dan PT Jasa Raharja. Kerja sama ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap aspek administrasi kendaraan bermotor dapat 

dikelola dengan baik dan terintegrasi.  

 Melalui fungsi-fungsi ini, UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga 

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang menyeluruh dan efisien bagi 

masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan 

penerimaan pajak. 

2.4 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga 

Pekanbaru 

 UPT Simpang Tiga Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi yang 

terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu: 

1. Kepala Unit Pelaksana Tekni (UPT) 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Kasi Penerimaan 
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4. Kasi Pengawasan/Penagihan dan Pembukuan 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Upt Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau, 2025 

 

2.5 Uraian Tugas Unit Kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang 

Tiga Pekanbaru 

 Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga adalah sebagai berikut: 

1. Kepala UPT 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempnyai wilayah kerja satu 

KASI PENERIMAAN  

FAISAL FAMI, SH 

KASI PENAGIHAN DAN 

PEMBUKUAN  

TENGKU KAMARIAH, A.MD 

SUB BAGIAN TATA 

USAHA 

YULIA SAFITRI, SH 

STAF 

KEPALA UPT SIMPANG TIGA 

INDRAYANA, ST, MT 
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atau sebagian daerah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada 

kepala Dinas Pendapatan. 

 Untuk melaksanakan tugas Kepala UPT Menyelenggarakan Fungsi: 

a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) di 

wilayah kerja yang telah ditetapkan. 

b. Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, 

BBN-KB kepada masyarakat. 

c. Melakukan koordinasi dengan pihak erkait Samsat anatar lain 

Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (persero). 

d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan 

asli daerah. 

e. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan. 

f. Melakukan Pelayanan Masyarakat. 

g. Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-

ambatnya tanggal 10 setiap bulannya. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan 

2. Sub Bagian Tata Usaha, Mempunyai Tugas: 

a. Menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat 

menyurat. 

b. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan 

mengadakan naskah dinas dan surat menyurat. 

c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta 

menyusun inventarisasi data kepegawaian. 
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d. Menyusun rencana anggaran. 

e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai 

f. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan. 

g. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun 

inventarisasi barang. 

h. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan 

kantor dan keamanan. 

i. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, 

kehumasan dan kearsipan. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

3. Kasi Penerimaan, Mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan Kasi Penerimaan  

b. Melakukan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah 

kerja UPT yang telah ditetapkan. 

c. Pengkoordinasi dan pengelolaan pelayanan Samsat. 

d. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor 

samsat setiap harinya. 

e. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan 

daerah. 

f. Melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah. 

g. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD). 

h. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan lambatnya 

tanggal 10 bulan berikutnya. 
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i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

4. Kasi Pengawasan / Penagihan dan Pembukuan, Mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan kasi penagihan dan pembukuan. 

b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, 

pembukuan dan pelaporan. 

c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah. 

d. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah. 

e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah. 

f. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penagihan dan 

pembukuan. 

g. Melaksanakan pelayanan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan permasalan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerimaan Samsat Drive 

Thru tahun 2022 – 2024 selalu menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan 

dan Jumlah kendaraan yang selalu meningkat disetiap tahun. Samsat Drive Thru 

juga berkontribusi Terhadap Penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT 

Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga selalu meningkat yang menunjukkan 

bahwa Samsat Drive Thru berperan aktif terhadap penerimaan UPT Simpang 

Tiga. Samsat Drive Thru tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi 

bagian penting dari strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui kemudahan 

akses dan peningkatan pelayanan publik. 

 Samsat Drive Thru berjalan dengan cukup baik karena layanan ini 

memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tahunan tanpa harus turun dari 

kendaraannya. Layanan ini dirancang untuk efisiensi dan kenyamanan masyarakat 

yang memungkinkan proses selesai dalam waktu sekitar 3 hingga 5 menit, dengan 

membawa semua pesyaratan.  
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4.2 Saran 

Dari pembahasan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran yang 

mungkin bisa dijadikan masukan: 

1. Melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh baik melalui media sosial 

ataupun langsung datang ke daerah yang akses informasinya masih 

terbatas, agar masyarakat lebih tahu mengenai jam operasional, syarat, dan 

tata cara pembayaran PKB pada Samsat Drive Thru. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi sumber daya manusia, seperti 

keramahan, efisiensi kerja serta kemampuan memberikan informasi 

dengan jelas kepada wajib pajak. Dan juga diharapkan segera 

mengembangkan layanan berbasis digital dengan menggunakan sistem 

praregistrasi online, melakukan pembayaran non-tunai seperti qris, ewallet 

maupun m-banking. 
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LAMPIRAN 

 

 Pedoman Wawancara: 

1. Bagaimana tahap – tahap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di 

Samsat Drive Thru ? 

Jawab: Wajib pajak nya datang langsung ke Drive Thru dengan 

membawa syarat – syarat STNK asli KTP asli yang dimulai dari 

pendaftaran scaner, lalu ditetapkan dipenetapan dispenda, kemudian 

memberitahu jumlah pajak nya kepada wp setelah itu mencetak SKPD 

baru dan wp melakukan pembayaran di kasir kemudian memberikan 

kembali KTP dan STNK yang telah di berikan di pendaftaran tadi serta 

memberikan SKPD baru yang telah dicetak. 

2. Apa saja faktor penghambat dalam Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor Di Samsat Drive Thru ? 

Jawab: Dari hasil wawancara, Samsat Drive Thru belum melakukan 

mengembangkan layanan berbasis digital dengan menggunakan sistem 

praregistrasi online, melakukan pembayaran non-tunai seperti  debit, qris, 

e-wallet maupun m-banking, sedangkan wajib pajak kebanyakan ingin 

membayar pajak dengan pembayaran non-tunai. 

3. Di Samsat Drive Thru bisa bayar pajak apa saja ? 

Jawab: Di Samsat Drive Thru hanya bisa melakukan pengesahan STNK 

tahunan saja. 
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